
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleksi Anggota KPU di Daerah Dinilai Tidak Adil,  

UU Pemilu Diajukan 

 
 
Jakarta, 26 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Rabu (26/07), pukul 14.30 WIB dengan 

agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-

XXI/2023 ini diajukan oleh Osea Petege. norma yang diujikan adalah Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat 

(1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu. 

Menurut Pemohon, Pasal a quo menyebabkan ketidaksetaraan terhadap akses kesempatan untuk menjadi 

anggota KPU khususnya Anggota KPU Kabupaten/Kota karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, 

dan penetapan dilakukan dilakukan secara sentralistik oleh Tim Seleksi yang berada dibawah kendali KPU 

(Pusat). Bahwa menurut Pemohon, tim seleksi dan proses pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU pusat 

untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota memiliki karakteristik sentralisasi sehingga calon-calon 

KPU Kabupaten/Kota terpilih cenderung menjadi representasi pusat dan tidak memahami kondisi dan 

kekhususan yang terjadi pada masyarakat di daerah. 

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah: 

1. Menyatakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ““Tim Seleksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka, adil, objektif, independen, dan 

professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan 

wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”. 

2. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tim seleksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, 

independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes 

kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat”. 



3. Menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “KPU Provinsi membentuk tim 

seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”. 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tim seleksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, 

independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes 

kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat”.  

5. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tim seleksi mengajukan nama 

calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

yang berakhir masa jabatannya kepada KPU Provinsi.” 

6. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “KPU Provinsi menetapkan 

sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai 

dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.”  

7. Menyatakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penggantian antar waktu 

anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

1) Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan 

yang dilakukan oleh DPR; 

2) Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya 

dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan 

3) Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat 

berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi”.  

8. Menyatakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal anggota KPU, KPU 

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan 

keputusan: 

a. Presiden untuk anggota KPU; 

b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan 

c. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota”.  
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